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UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN

SURAT-SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN
BUPATI BANGLI,

Bahwa sehubungan dengan telah ditelnpkannya Penjabat
Bupati Bangli dan dalam rangka Lertib administrasi
kepegawaian, dipandang perlu mengadakan pencabutan
terhadap Peraturan Bupati Bangli Nomor 23 Tahun 2015 ten
Lang Peruielegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangli dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Bangli Untuk Menandatangani Keputusan dan
Surat- surat di Bidang Kepegawaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pencabutan Peraturan Bupati Bangli Nomor 23 Tahun 2015
tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangli dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Bangli Untuk Menandatangani Keputusan Dan
Surat-surat Di Bidang Kepegawaian;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tending
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 304) sebagaimana telah. diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);



. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun , 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);

10.Peraturan Bupati Bangli Nomor 47 Tahun 2011 tentang
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Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun
2011 Nomor 47);



MEMUTUSKAN :
Pasal 1
Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Bupati Bangli Nomor 23
Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangli dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bangli
Untuk Menandatangani Keputusan dan Surat-surat di Bidang Kepegawaian
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 25 September 2015

PENJABAT BUPATI BANGLI,
ttd

I DEWA GEDE MAHENDRA PUTRA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 25 September 2015

SEKRETARISADAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd
IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2015 NOMOR 28
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
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